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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika telah menjadi permasalahan yang sangat serius
diberbagai negara di seluruh dunia tentu bukan hal yang asing di telinga
kita. Setiap hari kita mendengar berita tentang bandar narkotika yang
ditangkap polisi karena memang narkotika tersebut dilarang di Indonesia.
Selain itu juga sudah banyak pakar kesehatan yang mengungkapkan efek
berbahaya dari narkotika. Istilah lain dari narkotika adalah Napza
(narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya). Dalam istilah ulama,
narkotika adalah termasuk dalam pembahasan mufattirot (pembuat lemah)

atau mukhoddirot (pembuat mati rasa).

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalhgunakan
atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat
menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau
masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika
disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat
mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai
budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan

nasional.' Tetapi hingga sekarang para pengedar narkotika tidak takut dan

! Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena
berani membawa narkotika ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri.
Ancaman hukuman bagi pengedar atau pedagang narkotika di Indonesia
paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal hukuman mati. Selain
pemerintahan yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan
narkotika, alangkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku
bagi pengedar narkoba.’

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan
dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang
dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan
khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana
narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan.’

Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika mengatur
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman
pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.
Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan,
jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di
Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal
masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia kembali
mengeksekusi terpidana mati. Baik terhadap warga negara Indonesia

maupun warga negara asing.

2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002 ),25
3 .
Ibid, 206



Pada tahun 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah
menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam
perkara pengujian Undang-undang narkotika dengan menyatakan jenis
hukuman  tersebut adalah  konstitusional. =~ Putusan = Mahkamah
Konstitusional itu disambut baik oleh sebagian besar penggiat anti
narkotika. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut
dinilai konservatif.

Bahwa hingga saat ini penerapan pidana mati dalam hukum
positif seperti halnya salah satu kasus hukuman mati di Indonesia saat ini
adalah hukuman mati terhadap kasus perdagangan narkotika warga
Australia yang dikenal dengan sebutan Bali Nine. Australia meminta
kepada Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati pada warga negaranya.
Yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran keduanya dihukum mati oleh
Pengadilan di Indonesia mulai dari tingkat pertama, tingkat banding,
tingkat kasasi dan peninjauan kembali.*

Mereka tidak terima dihukum mati lalu mengajukan Peninjauan
Kembali dalam berkas terpisah dan sama-sama ditolak Mahkamah Agung.
Dalam putusan peninjauan kembali Andrew Chan, Mahkamah Agung
menyebutkan bahwa mereka layak dihukum mati karena merupakan
gembong narkoba kelas Internasional. Masih tetap dipertahankan di

putusan No. 37 PK/Pid.Sus/2011 di tetapkan.’

* www.news.detik.com/read/2015/02/23/103912/2839810/10/, di akses tgl 7 april 2015
> Putusan Mahkamah Agung No 37 PK/Pid.Sus/2011
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Dijelaskan juga, di mana dalam hubungannya perkara a quo,
bahwa pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika menyebutkan :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor,
mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,
membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana
mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling
banyak Rp 1 miliar.

Mencermati pidana mati dalam hukum positif di Indonesia maka
dapat dimulai dari KUHP Bab II mengenai pidana, pada pasal 10
menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari
pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana
pokok yang menempati urutan yang pertarna.6 Peraturan perundang-
undangan yang lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang
mencantumkan ancaman pemidanaan berupa pidana mati, misalkan
Undang-undang No. 7/ Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-
undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 31
tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perppu Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang telah disahkan menjadi Undang-undang.

S Nelvitia Purba, Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Kota
Medan, (Medan: Makalah, 2007), 9



Pengaturan hukuman terhadap perbuatan penyalahgunaan atau
menetapkan keharamannya ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat
maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika, secara khusus dalam
al-Qur’an maupun Hadits belum ada. Karena, narkoba merupakan bahasa
dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan tentang obat-
obatan atau farmasi.”

Namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr
karena sama-sama dapat mengakibatkan hilangnya salah satu magqasid
syariah yaitu akal (Jil! Lis) yang berpotensi dapat menyebabkan
ketergantungan karena banyak penggunanya dapat mengakibatkan
hilangnya salah satu magqasid syariah yaitu jiwa (nyawa).®

Dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam al-Qur’an
maupun Hadis, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta
bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan
narkotika, sebagian ulama mengqiyaskan dengan khamr, karena keduanya
mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal
dan dapat merusak badan.

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti
narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam

islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun

7 Jaih Mubarok. Kaidah Figih Jinayah Asas-asas Hukum Pidana Islam. (Bandung: Pustaka Bani
Qurais, 2004),138
8 Abdur Rahman, 7indak Pidana dalam Syariat Islam ( Jakarta: Rineka Cipta,1992),50



menurut petunjuk al-Quran bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.’

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219, yaitu :
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah:
“pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah : “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir *
(QS. Al-Baqarah :219)"

Ayat tersebut di atas hanya menunjukkan bahwa dosa dan
beberapa manfaat tentang khamr tetapi tidak melarangnya. Larangan

meminum minuman yang memabukkan didasarkan pada al-Qur’an surat al-

Maidah ayat 90 :
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengadu nasib
merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan maka
jauhilah  perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.” (QS.al-Ma’idah 90)."!

9 1 -

Ibid, 50
' Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Yogyakarta : Qomari,2010)34
11 :

Ibid, 123



Sedangkan dalam Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan
hukuman atas pengguna barang yang memabukkan semata, namun seluruh
pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunannya juga terkena sanksi

hukum.'? “Rasulullah bersabda’:
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“Allah melaknat pemabuk khamr, peminum, penjual, pembeli,

pemeras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan

yang dibawakan”."?

Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya,
yaitu menjual narkotika, ganja, opium, dan jenis obat-obat psikotropika
lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang
yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku criminal). Karena narkotika
merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual
narkotika, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat
Rasulullah saw. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang
membuatnya laris berhak dijatuhi hukuman mati, karena ia termasuk

pelaku kerusakan di muka bumi.

12 Abdur Rahman, 7indak Pidana Dalam Syari’at Islam ( Jakarta : Rineka Cipta, 1992),25-27

B Hadits riwayat Abu Daud, Bab al-Inabi Yu’Soru Lil Khamri, No. Hadits 3676, Al-Imam al-
Hafiz Abu Daud Sulaiman bin al-Azdi al-Sajastani Sunan Abu Daud, ( Beirut, Dar al-Kutub al-
Arabi) Juz 3, 366



Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketentuan agama
Islam, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan manusia. Di
kalangan para ulama' dikenal dengan maqosid syari'ah yaitu tujuan hukum
pidana islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi
tonggak keberadaan manusia yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab
atau harga diri, dan harta benda.**

Di dalam al-Qur’an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas
bagi pengedar khamr (narkotika), namun karena memiliki dampak buruk
yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara
keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum
yang berat, bahkan bila perlu dihukum mati karena, pengedar narkotika
telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran
Rasulullah, dan dapat merusak negara. Hal ini seperti yang tercantum
dalam firman Allah Surat Al-Ma’idah ayat 33 :
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"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu

¥ Noerwahidah, Pidana Mati dalam Hukum Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1994),13



(sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar“(QS. al-Ma’idah

:33)1°

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang hukuman mati
menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (a/-jinayah) seperti
pencurian (assarigah), minuman keras (al-khamr), perzinaan (az-zina),
hukum balas/timbal balik (al-gishas), pemberontakan (al-bugaf), dan
perampokan (qgatta’u 3]—tar1'q).16

Hukuman mati tidak hanya diberikan terhadap kejahatan-
kejahatan Audud dan gisas saja, tetapi hukuman mati juga bisa diterapkan
terhadap kejahatan yang diancam hukuman ¢a’zir. Narkotika dan
sejenisnya, karena terdapat kesamaan illat dengan khamr, sebab itu
narkotika hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena selain
menghilangkan akal juga bisa memabukkan sebagaimana khamr, sedangkan
sudah dijelaskan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan hukum
haram ini tidak hanya mengkonsumsi saja tetapi juga meliputi menjual
belikan dan menjadikannya sumber keuntungan yaitu diperdagangkan.17

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian

dalam skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap

"> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Yogyakarta : Qomari,2010),
11

' Wahdah Az-Zuhali, Figih Islam Wa Adillatuhu, juz 7, 430

'" Ine Fitriani, “ Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam’,
dalam  http://student-research.umm.ac,id/indexl.php/departement of syariah/article/view7104.
diakses 23 april 2015


http://student-research.umm.ac,id/indexl.php/departement_of_syariah/article/view7104.%20diakses%2023
http://student-research.umm.ac,id/indexl.php/departement_of_syariah/article/view7104.%20diakses%2023
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Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan

Mahkamah Agung No 37 PK/Pid.Sus/2011.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa

masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

1.

25

Tindak pidana narkotika di Indonesia.

Sanksi hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman mati
terhadap perdagangan narkotika dalam putusan No.
37.PK/Pid.Sus/2011.

Dasar hukum sanksi tindak pidana perdagangan narkotika menrut
hukum islam.

Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana narkotika
golongan 1.

Identifikasi Masalah di atas, maka penulis membatasi masalah

sebagai berikut :

1.

Sanksi hukum terhadap tindak pidana perdagangan narkotika golongan

1 dalam putusan Mahkamah Agung no 37 PK/Pid.Sus/2011.



11

2. Analisis hukum  pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana
perdagangan narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah Agung

No. 37 PK/Pid.Sus/2011.

Rumusan Masalah

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul
skripsi di atas maka, penulis perlu merumuskan dan membatasi
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana perdagangan
narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah Agung No. 37
PK/Pid.Sus/2011 ?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana
perdagangan narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah Agung

No.37 PK/Pid.Sus/2011 ?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya

pengulangan materi secara mutlak. Setelah penulis melakukan penelusuran,
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ada beberapa pembahasan tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana
narkotika yang pernah dilakukan di antaranya :

Pertama, Karya ilmiah sejenis yang penulis temukan adalah
“Analisis Figh Al-Jinayah Tentang Sanksi Hukum Dengan Pemberatan
Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Negara Asing,( PN Sidoarjo No.
166/Pid.B/PN.Sda)'® yang ditulis oleh Fatimatus Zuhro tahun 2011. Dalam
skripsinya, membahas tentang sanksi hukum yang di pakai oleh Hakim PN
Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika oleh negara
asing. Landasan yang dipakai dalam menangani kasus tindak pidana
narkotika oleh negara asing berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun
2009 juga didasrkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan.

Penelitian yang penulis lakukan tentu saja tidak sama dengan
penelitian yang sebelumnya di karenakan permasalahannya tidak sama.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh
para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam
penulisan skripsi ini.

Kedua, Karya ilmiah yang berjudul Tinjauan UU NO. 22 tahun
1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman

Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fikih

'S Fatimatus Zuhro, “Analisis Figh Al-Jinayah Sanksi Hukum Dengan Pemberatan Terhadap
Tindak Pidana Narkotika Oleh Negara Asing,” Skripsi,-- UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan
Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, 2011.
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Jinayah.19 Yang ditulis oleh Ummiatur rohmah tahun 2011 dalam
penelitian ini membahas tentang sanksi hukuman kumulatif dalam tindak
pidana narkotika, yaitu pengertian narkotika, persamaan narkotika dengan
hukuman kumulatif baik hukum islam maupun hukuman positif (UU No. 9
Tahun 1997) dijatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Telaah pustaka ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan
gambaraan yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan
penelitian lain, sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,
agar tidak ada pengulangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi

bahan rujukan atau masukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan
rumusan masalah diatas, sehingga dapat di ketahui secara jelas dan
terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Berhubungan dengan pokok
permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana perdagangan
narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah Agung No 37

PK/Pid.Sus/2011.

¥ Ummiatur rohmah, “Tinjauan UU NO. 22 tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika
dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fikih
Jinayah”, Skripsi, -- UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Siyasah jinayah, Fakultas Syariah,
2011.
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2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak
pidana perdagangan narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah

Agung No.37 PK/Pid.Sus/2011.

Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau
manfaat sebagai berikut : Aspek Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya
dan hukum pidana islam pada khususnya dapat dijadikan gambaran bagi

peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

Definisi Operasional
Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam

penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pidana Islam: Adalah Figih Jinayah yang berkaitan dengan
khamr, dan hukumnya bagi pengguna, penjual,
pembeli yang diambil dari al-Qur’an, Hadits,
dan kitab-kitab figih yang yang menjelaskan
tentang hukuman jarimah ta’zir.

Sanksi Tindak Pidana: Merupakan  penjatuhan  hukuman yang
diberikan kepada seseorang yang dinyatakan

bersalah dalam melakukan perbuatan yang
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oleh hukum pidana dilarang dan diancam
dengan pidana yaitu sanksi  hukum
perdagangan narkotika golongan 1 yaitu
berupa heroin.

Narkotika golongan 1: Dalam kasus tindak pidana perdagangan
narkotika ini termasuk golongan 1 yaitu
narkotika yang paling berbahaya. Daya
adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini
digunakan untuk penelitian dan ilmu
pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain,

morfin, dan opium.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang umum
dilakukan untuk mencoba mengumpulkan data serta menganalisanya.
Selain itu, bahwa dengan mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai
akan memudahkan untuk melakukan atau menyikapi suatu problem yang
diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi dalam buku Metode
Penelitian,”’ yaitu penelitian dilakukan karena adanya hasrat keinginan
manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia akan

alam yang dihadapi, baik alam semesta ataupun sekitar.

205 Nasution, Metode Research (penelitian llmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56
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Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode
pendekatan secara legal yuridis yaitu suatu cara untuk memberikan kajian
dan penjelasan tentang pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan
dalam hukum positif dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan
pembahasan pokok mengenai hukum pidana.

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah, data yang telah
diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas
perkara dan isi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung yang terkait
dengan perkara tersebut. Data yang terkait dengan pokok-pokok
permasalahannya yaitu :

a. Isi putusan Mahkamah Agung tentang sanksi tindak pidana
perdagangan narkotika golongan 1.
1) Kasus narkotika
2) Pidana mati
3) Putusan hakim
4) Hasil putusan Mahkamah Agung No 37 PK/Pid.Sus/2011.
b. Sanksi Hukum mencakup :
1) Ketentuan Pidana
2) Hukum Penjara
3) Hukum Dera

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari :

a. Sumber Primer
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Putusan Mahkamah Agung No 37 PK/Pid.Sus/2011 yang
terkait dengan sanksi hukum tindak pidana perdagangan narkotika
golonganl.

. Sumber Sekunder

Data diambil dari pustaka atau informasi seperti buku-
buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, koran dan yang lainnya.
data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait
dengan pembahasan ini yaitu :

1) Nur Wahidah “Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam” 1994

2) Munajat Makhrus “Dekontruksi Hukum Pidana Islam” 2004

3) Jaih Mubarok “Kaidah Figih Jinayah*2004

4) Abdur Rahman “Tindak Pidana Dalam Syariat Islam”1992

5) Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika

. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini
dilakukan: dengan cara sebagai berikut :

1) Editing, yaitu memeriksa kembali semua data tentang analisis
Yuridis putusan hakim Mahkamah Agung terhadap pengedar
narkoba kelengkapan berkas-berkas, penjelasan makna, kesesuaian
dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, sehingga

rumusan masalah dapat terjawab.
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2) Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data
tersebut menjadi sebuah pokok bahasan yang tersusun pada bab
I1.

3) Analising, yaitu menganalisa putusan Mahkamah Agung

d. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1) Teknik Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menguraikan kasus
tentang sanksi tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1
yang diputuskan oleh Mahkamah Agung secara keseluruhan mulai
dari deskripsi kasus sampai dengan putusannya.

2) Metode Induktif, yaitu kongkrit dan fakta-fakta yang diuraikan
terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi. Pada metode induktif, data dikaji
melalui proses yang berlangsung dari fakta. dengan menguraikan
konsep Hukum Pidana Islam kedalam kasus tindak pidana
perdagangan narkotika golongan 1 schingga dapat diperoleh

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yanag ada.

Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat
dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah maka

pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab
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mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan
untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, dalam penulisan skripsi ini mengemukakan tentang
pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, merupakan kajian teori tentang sanksi jual beli
khamr menurut hukum pidana islam yang meliputi ; pengertian dan sifat
khamr dimana didalamnya di jelaskan pengertian, sifat dan macam-macam
khamr. larangan jual beli khamr dan dasar hukumnya serta analogi khamr
dengan narkotika.

Bab Ketiga, merupakan pemaparan data tentang deskripsi kasus
sanksi tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1, serta
pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan yang diberikan oleh majlis
hakim Mahkamah Agung No 37.PK/Pid.Sus/2011.

Bab Keempat, bagian yang membahas tentang analisa data
terhadap sanksi tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1 dalam
putusan Mahkamah Agung No 37.PK/Pid.Sus/2011 beserta ditinjau dari
hukum pidana Islam.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan akhir dari pembahasan

pokok permasalahan berserta saran.



